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SALINAN

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

bahwa dalam rangka memberikan petunjuk Pemerintah
Desa dalam mengelola alokasi dana desa agar pengunaan
alokasi dana desa lebih efisien, efektif, terarah, terkendali
dan akuntabel, perlu suatu pedoman alokasi dana desa;
bahwa  alokasi dana desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui tugas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan kemasyarakatan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan
ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
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Mengingat

Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun

Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah—daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6867);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
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2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN

ANGGARAN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Ka.b.Brebs

Daerah adalah Kabupaten Brebes.

Bupati adalah Bupati Brebes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Brebes.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut
Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Brebes.

Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Brebes.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



10.
11.
12.

13.
14.

15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

Ka.b.Brebs

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu
8 (delapan) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank
yang ditetapkan.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang
diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut SILTAP merupakan penghasilan
tetap bagi Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya yang dibayarkan secara
rutin per Bulan dan bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Penyaluran adalah mekanisme transfer dana dari RKUD ke RKD.

Pencairan adalah proses dan mekanisme penarikan dana oleh Desa dari
rekening Kas Desa dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen surat yang mencantumkan kebutuhan belanja barang dan jasa yang

dibuat sebagai salah satu persyaratan penarikan dana dari rekening kas Desa.
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25.

26.

27.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah daftar yang
memuat rincian penggunaan ADD yang dibuat oleh PPKD yang diketahui oleh
Kepala Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa yang selanjutnya
disingkat SILPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dengan realisasi
pengeluaran anggaran alokasi dana desa dalam satu periode anggaran.

Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk

melaksanakan pengadaan barang/jasa.

28.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

(1)

(2)

unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan desa.

BAB 1II
MAKSUD DAN TUJUAN ADD

Pasal 2

Maksud pemberian ADD adalah membantu Pemerintah Desa dalam membiayai

program Pemerintahan Desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan

bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Tujuan diberikannya ADD antara lain:

a. mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Desa;

c. meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur
Pemerintahan Desa;

d. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

e. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
Desa dan pemberdayaan masyarakat;

f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan

i. mendorong upaya penanganan keadaan bencana, darurat dan mendesak

berskala lokal Desa.

(3) Penggunaan ADD wajib mengacu pada RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Ka.b.Brebs
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(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Ka.b.Brebs

BAB III
SUMBER DAN RUMUS PENETAPAN ADD
Bagian Kesatu

Sumber ADD dan Penganggaran dalam APBD

Pasal 3
ADD bersumber dari APBD.
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah

dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4
Informasi Alokasi besaran ADD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dihitung dan disampaikan oleh BPKAD kepada Dinpermades.
Atas dasar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinpermades
menghitung besaran ADD per Desa sesuai dengan rumusan perhitungan ADD.

Besaran ADD yang diterima setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5
Besaran ADD per Desa merupakan belanja bantuan keuangan kepada Desa
yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD.
BPKAD berwenang menverifikasi dan memvalidasi serta melakukan
penyaluran dana atas pengajuan ADD dari masing-masing Desa.
Dinpermades merupakan Perangkat Daerah yang bertugas memfasilitasi

penyaluran ADD.

Bagian Kedua

Rumus Penetapan ADD

Pasal 6

Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri
dari ADD anggaran wajib yang terdiri dari SILTAP Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Perangkat Desa lainnya, tunjangan hari raya Kepala Desa, sekretaris Desa
dan Perangkat Desa lainnya, SILTAP ke -13 Kepala Desa, sekretaris Desa dan
Perangkat Desa lainnya, tunjangan BPD, iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala
Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta BPD, Insentif Rukun
Tetangga/Rukun Warga, iuran ketenagakerjaan untuk Rukun Tetangga/Rukun
Warga ditambah ADD reguler atau dengan rumus:

ADD = Y Anggaran Wajib + ADD reguler
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Penerapan besaran ADD reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan :

a. asas merata, yaitu besarnya bagian ADD reguler sebesar 90% (sembilan
puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD setelah dikurangi Anggaran
Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan dengan jumlah yang
sama dan merata kepada seluruh Desa di Daerah yang selanjutnya disebut
ADD reguler Minimal; dan

b. asas adil, yaitu besarnya bagian ADD reguler sebesar 10% (sepuluh persen)
dari keseluruhan jumlah ADD yang telah dikurangi anggaran wajib ADD,
yang dihitung dengan rumus dengan memperhatikan variabel tertentu,
yaitu: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks
kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut ADD Proporsional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai SILTAP dan iuran jaminan ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan

perangkat desa lainnya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7
Rumus ADD reguler setiap Desa sebagai berikut :
ADDRi = ADDRMi + ADDRPi

Dengan penjelasan :

ADDRI : ADD reguler untuk Desa i
ADDRMi : ADD reguler Minimal untuk Desa i
ADDRPi : ADD reguler Proporsional untuk Desa i

ADD reguler Minimal merupakan hasil perkalian jumlah total ADD Daerah
setelah dikurangi Anggaran Wajib dikalikan dengan prosentase 90% (sembilan
puluh) dibagi jumlah Desa se- Daerah, dengan rumus :
ADDRMIi = (ADD - Anggaran Wajib) x 90% / Jumlah Desa Se- Daerah
ADD reguler Proporsional dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian
antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Rasio jumlah Variabel Desa
dibandingkan jumlah variable Daerah, dikalikan dengan jumlah 10% (sepuluh
persen) dari jumlah total ADD Daerah. dengan rumus :
ADDRPi = {(0,25 * R1) + (0,35 * R2) + (0,10 * R3) + (0,30 * R4)}

* (ADD - Anggaran Wajib) *10%)
Dengan penjelasan :
ADDP i : Jumlah ADD Proporsional Desa i
R1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah

penduduk Desa Daerah

R2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah

penduduk miskin Daerah
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R3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Daerah

R4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Daerah.

Pasal 8

(1) Data Variabel yang digunakan dalam penghitungan rumus penetapan ADD dan
penyatuan data perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b bersumber dari instansi dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang
dalam bidang statistik dan/atau pengelolaan data.

(2) Dalam hal data yang diminta kepada instansi dan/atau perangkat daerah
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercukupi dan kurang

lengkap, maka dapat digunakan data perhitungan tahun sebelumnya.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

(1) Dinpermades mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyusun pedoman pelaksanaan ADD berdasarkan rumusan yang telah
ditetapkan,;

b. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi
ADD;

c. mengarahkan pembina teknis Pemerintah Desa agar memberikan Bimbingan
Teknis kepada Pemerintah Desa;

d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lain;

e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahapan
pelaksanaan ADD dengan memperhatikan ketersediaan anggaran; dan

f. melakukan verifikasi proposal permohonan penyaluran ADD melalui
aplikasi.

(2) Dalam upaya efektifitas, efisiensi dan guna kelancaran pelaksanaan dan
pengelolaan ADD, maka dibentuk pembina teknis Pemerintah Desa pada tingkat
Kecamatan.

(3) Dalam hal pelaksanaan ADD, pembina teknis Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi:

a. melaksanakan Pendampingan terkait pengelolaan keuangan Desa mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta
pertanggung jawaban ADD;

b. melakukan fasilitasi dalam hal penyaluran ADD;

Ka.b.Brebs
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melakukan bimbingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ADD di Tingkat Desa;

membantu dalam pemecahan permasalahan terkait ADD yang terjadi di
Tingkat Desa;

melakukan asistensi pengadaan barang dan jasa di Desa; dan

menghimpun dan menyimpan arsip terkait pengajuan permohonan

penyaluran ADD dari Desa di wilayah kerjanya.

(3) Pada tingkat Desa, pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan pengelolaan APB Desa.

(4) Kepala Desa selaku pemegang kekuaasan pengelolaan keuangan Desa dapat

me

limpahkan sebagian kekuasaannya kepada PPKD.

(5) Pelimpahan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(6) PPKD dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh TPK atas pengadaan

barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(7) PPKD yang dapat dibantu oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam

pelaksanaan ADD, mempunyai tugas dan fungsi :

a.

memberikan sosialisasi dan informasi serta penggunaan program ADD
kepada seluruh komponen masyarakat di masing — masing Desa;
menyusun dan membuat RAB ADD;

melaksanakan kegiatan ADD secara swakelola dengan menyusun jadwal,
rencana dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang didanai dari
sumber ADD dan menghimpun, menggali dan mengembangkan peran serta
warga dan swadaya masyarakat;

menyusun, mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi proses
penyaluran dan pencairan dana ADD;

menghimpun dan menyimpan dokumen ASLI terkait pengajuan penyaluran,
pencairan, dan surat pertanggungjawaban ADD (berupa: SILTAP, tunjangan
hari raya, iuran jaminan ketenagakerjaan dan ADD reguler); dan
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dan pengadaaan barang jasa

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(8) Dalam hal pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf f terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh penyimpangan pengelolaan

administrasi keuangan desa dan/atau menyebabkan kerugian keuangan desa

dis

elesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan mengenai TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman

pada Peraturan Bupati tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di

Desa.

Ka.b.Brebs
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(10) PPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan

honorarium yang bersumber dari APB Desa.

BAB V
PERENCANAAN ADD

Pasal 10

(1) Perencanaan penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam penyusunan APB Desa.

(2) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ADD maka harus mengacu pada

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) PPKD membuat RAB sesuai dengan bidang dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya.

(2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan
diketahui oleh Kepala Desa.

(3) Dalam hal kegiatan fisik, RAB ADD harus dilengkapi gambar teknis yang
disusun oleh PPKD diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan diketahui oleh Kepala
Desa, yang dapat difasilitasi oleh tenaga ahli/konsultan yang kompeten di
bidangnya.

(4) ADD untuk kegiatan fisik dapat dialokasikan guna biaya operasional,
pembelian bahan/material, dan upah tenaga kerja.

(5) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bernilai diatas
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus disahkan oleh Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pekerjaan Umum di wilayah Kecamatan.

BAB VI
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ADD
Bagian Kesatu

Penyaluran ADD

Pasal 12
(1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari
RKUD ke RKD.
(2) Penyaluran ADD terdiri atas: Penyaluran SILTAP, SILTAP 13, penyaluran

tunjangan hari raya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya,

Ka.b.Brebs
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iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat
Desa lainnya, luran Jaminan Ketenagakerjaan BPD, Ketua Rukun Warga dan
Ketua Rukun Tetangga, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan
Penyaluran ADD reguler.

(3) Mekanisme Penyaluran Penyaluran SILTAP, SILTAP 13, Penyaluran Tunjangan
Hari Raya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Iuran
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
lainnya, Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPD, Ketua Rukun Warga dan Ketua
Rukun Tetangga, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

(1) Penyaluran ADD reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) terdiri
dari 2 (dua) tahap, yaitu :
a. TahapI; dan
b. Tahap II.

(2) Penyaluran ADD reguler Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD
reguler yang diterima oleh setiap Desa.

(3) Penyaluran ADD reguler tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan sebesar 20% (dua puluh persen) yang merupakan sisa dari jumlah
keseluruhan ADD reguler setelah dikurangi Tahap I yang diterima oleh setiap
desa dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD
reguler Tahap I.

(4) Penyaluran ADD reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi keuangan

kas Daerah.

Pasal 14

(1) Mekanisme penyaluran ADD reguler dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan
mengajukan surat permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada
Bupati Brebes cq. Kepala BPKAD dengan dilampiri persyaratan penyaluran
ADD.

(2) Persyaratan penyaluran ADD reguler Tahap I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun anggaran
sebelumnya.

b. salinan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun berjalan cap basah.
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g.
h.

surat pengantar Camat dilampiri rekapitulasi pengajuan penyaluran dana
ADD reguler;

surat permohonan penyaluran ADD reguler Tahap I ditandangani Kepala
Desa yang ditujukan kepada Bupati Brebes cq. Kepala BPKAD;

surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatangani Kepala Desa bermaterai
cukup;

surat Pertanggungjawaban Belanja ditandatangani Kepala Desa bermaterai
cukup;

pakta Integritas bermaterai cukup; dan

salinan RKD.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf

h diajukan melalui Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Dinpermades.

(4) Persyaratan penyaluran ADD reguler Tahap II sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a.

salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD reguler Tahap I;

b. laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun berjalan;

g.
h.

surat pengantar Camat dilampiri rekapitulasi pengajuan penyaluran dana
ADD reguler;
surat permohonan penyaluran ADD reguler Tahap II ditandangani Kepala

Desa, yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;

. surat pertanggungjawaban mutlak ditandatangani Kepala Desa bermaterai

cukup;

surat pertanggungjawaban belanja ditandatangani Kepala Desa bermaterai
cukup;

pakta Integritas bermaterai cukup; dan

salinan RKD.

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf

h diajukan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Dinpermades.

(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga)

dan dikirimkan langsung ke Dinpermades untuk kemudian dibuatkan surat

pengantar penyaluran.

Bagian Kedua

Pencairan ADD Reguler

Pasal 15

(1) Pencairan ADD reguler setiap Tahapan dilaksanakan dengan menggunakan

mekanisme pengajuan SPP yang dilengkapi dengan RAB.
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(2) Pencairan ADD reguler di RKD dapat dilaksanakan setelah Desa membuat Surat

Permohonan Pencairan Dana kepada Bank pengampu RKD.

Pasal 16

(1) persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk
pencairan ADD reguler Tahap [ dapat dilakukan setelah Kepala Desa
mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-1 (kesatu) kepada Bank
pengampu RKD melalui Kepala Urusan Keuangan dengan dilampiri:

a. surat pengantar permintaan pencairan dana dari pelaksana kegiatan kepada
Kepala Desa; dan

b. lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana :

1. SPP Kegiatan;
2. rincian permintaan pembayaran; dan
3. RAB Kegiatan.

(2) Kepala Desa dapat mengajukan dokumen permohonan pencairan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah memastikan pengajuan
surat pengantar pencairan dana dari pelaksana kegiatan telah dilengkapi
dengan:

a. surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen,
kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang
ditandatangani oleh Sekretaris Desa;

b. gambar teknis (untuk kegiatan fisik); dan

c. foto lokasi 0% (nol persen) untuk kegiatan fisik.

(3) Persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk
pelaksanaan yaitu Surat tanggungjawab belanja paling lambat 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal pencairan dan bermaterai cukup ditandatangani oleh pelaksana
kegiatan.

(4) Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-2 (kedua)
dan seterusnya melalui kepala urusan keuangan, kepada Bank pengampu RKD
dengan dilampiri:

a. surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada
Kepala Desa;

b. lampiran surat pengantar pencairan dana:

1. SPP Kegiatan;
2. Rincian Permintaan Pembayaran; dan
3. RAB Kegiatan.
(5) Kepala Desa dapat mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-II

(kedua) dan seterusnya, kepada Bank pengampu RKD dengan dilampiri:
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a. surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen,
kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang
ditandatangani oleh Sekretaris Desa;

b. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana sesuai
permohonan pencairan dana ke-I (kesatu), dilengkapi dengan buku kas
umum/buku kas pembantu kegiatan; dan

c. persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk

pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADD

Pasal 17

Penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan penggunaan APB Desa,

dengan perincian :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa
untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan
masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa
digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan

perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional BPD.

Pasal 18

(1) Penggunaan ADD reguler Tahap [ sebesar 80% (delapan puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat digunakan untuk:

a. menunjang kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat
dialokasikan guna menunjang kegiatan Pemerintahan Desa berupa
Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Operasional Pemerintah
Desa dan Operasional BPD), Rukun Tetangga/Rukun Warga, sertifikasi aset
Desa, biaya balik nama kendaraan bermotor milik Desa, meliputi jenis
belanja:

1. belanja pegawai,
2. belanja barang dan jasa;
3. belanja modal; dan
4. belanja tidak terduga.
b. menunjang kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa dapat

dialokasikan guna pembangunan skala Desa, yang dialokasikan dari dana

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Ka.b.Brebs



C.

ADD reguler tahap I dan disesuaikan dengan hasil musyawarah Desa,
digunakan untuk:
1. biaya pembangunan rehab  berat/sedang, gedung/ruangan
dilingkungan kantor balai Desa;
2. biaya pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana
perkantoran dan publik dalam skala Desa;
3. biaya pembangunan lainnya sesuai kewenangan Desa dan
berdasarkan hasil musyawarah Desa; dan
4. besaran alokasi dana fisik tersebut, dapat digunakan untuk:
a) belanja barang jasa:
paling banyak 5% (lima persen) dari nilai fisik sebagaimana
dimaksud, dan dapat digunakan untuk:
1) administrasi dan papan proyek/prasasti;
2) RAB dan gambar kegiatan/proyek fisik;
3) papan informasi dan Prasasti; dan
4)  honorarium dan operasional TPK lainnya.
b) belaja modal, berupa :
1) biaya pembelian material/ bahan bangunan;
2) biaya sewa peralatan; dan
3) Dbiaya/upah tenaga kerja.
menunjang bidang kegiatan pembinaan kemasyarakatan Desa dapat
dialokasikan guna menunjang operasional lembaga kemasyarakatan desa
yang dibentuk sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:
lembaga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kesejahteranaan
keluarga, pos pelayanan terpadu, perlindungan masyarakat, karang taruna
dan lembaga Desa lainnya sesuai hasil musyawarah Desa;
menunjang bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dapat
dialokasikan guna mendukung program dan kegiatan yang langsung
berhubungan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur
dan atau kader kemasyarakatan maupun mendukung peningkatan kegiatan
kemasyarakatan; dan
menunjang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
dapat dialokasikan guna mendukung belanja barang jasa maupun belanja
modal terkait kejadian/keadaan darurat/luar biasa, meliputi : bencana alam

maupun bencana sosial.

(2) Penggunaan ADD reguler Tahap II sebesar 20% (dua puluh persen)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat digunakan untuk menunjang

program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
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khususnya terkait operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD, meliputi
jenis belanja:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja modal; dan

d. belanja tak terduga.

Pasal 19
Penatausahaan pelaksanaan ADD wajib berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan, meliputi:
a. pengelolaan keuangan Desa beserta formatnya;
b. perhitungan, penyetoran, pemungutan dan pelaporan pajak; dan

c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 20
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan ADD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, berpedoman pada Peraturan Bupati yang

mengatur pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 21
ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, kegiatan yang menimbulkan
duplikasi pendanaan, perbuatan melawan hukum dan peruntukan yang tidak

tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD
Bagian Kesatu

Pelaporan ADD

Pasal 22
(1) Pelaporan pelaksanaan ADD terdiri atas:

a. laporan berkala berupa rekapitulasi realisasi keuangan dan realisasi fisik
pelaksanaan ADD dilengkapi himpunan laporan realisasi pelaksanaan APB
Desa per Semester, yang di laporkan secara berkala per Semester oleh Camat
Kepada Bupati Brebes.

b. Laporan Akhir berupa Camat membuat laporan akhir terkait pelaksanaan
ADD di wilayahnya, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Pendahuluan;

2. Pelaksanaan Kegiatan;
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3. Hambatan dan Penyelesaian;
4. Kesimpulan dan saran; dan
5. Lampiran - lampiran.
(2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rekapitulasi dikirim
ke Bupati Brebes cq. Kepala Dinpermades. .
(3) Sementara himpunan arsip laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana/surat pertanggungjawaban ADD selama 1 (satu) Tahun
seluruh Desa di wilayah Kecamatan paling lambat Tanggal 10 Bulan Januari

Tahun selanjutnya dikumpulkan di kecamatan masing-masing.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban ADD

Pasal 23

Pertanggungjawaban ADD dibuat sebagai lampiran pertanggungjawaban APB Desa

yang memuat bukti dan hasil pelaksanaan, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. surat pengantar pertanggungjawaban penggunaan dana ADD ditandatangani
Kepala Desa;

b. berita acara penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh PPKD yang
membidangi kegiatan dan Kepala Desa;

c. berita acara kebenaran pekerjaan ditandatangani oleh PPKD yang membidangi
kegiatan dan Kepala Desa;

d. slip pengambilan pencairan dana ADD sesuai termin pengajuan SPP;

e. salinan RKD dilengkapi transaksi dan saldo terakhir;

f. rekapitulasi pengajuan SPP dan RAB;

g. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan;

h. bukti surat setoran pajak untuk barang dan jasa yang kena pajak;

i. kegiatan non fisik disertai foto kegiatan;

j. pembelian barang disertai foto barang yang diterima oleh pengurus barang milik
desa; dan

k. untuk kegiatan fisik, disertai:
1. foto yang menunjukan proses pelaksanaan pekerjaan;
2. foto lokasi fisik kegiatan, kondisi: 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen)

dan 100% (seratus persen);
3. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan; dan

4. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga

kerja kegiatan pembangunan Desa.
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BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi ADD

Pasal 24

(1) Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dan realisasi ADD
dilaksanakan oleh tim fasilitasi dan tim asistensi.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

a. penyaluran ADD dari RKUD ke RKD;

b. pencairan ADD;

c. penyampaian laporan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban ADD;
dan

d. SILPA ADD.

(3) Dalam hal terjadi SILPA ADD yang merupakan SILPA APB Desa, maka dapat
dipergunakan kembali melalui Perubahan APB Desa atau APB Desa Tahun
berikutnya, sesuai dengan hasil musyawarah Desa yang tercantum dalam
Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa atau APB Desa Tahun
selanjutnya.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan

perbaikan pengelolaan ADD di tahun selanjutnya.

Bagian Kedua

Pembinaan ADD

Pasal 25
Pemerintah Daerah dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan
pembinaan terhadap kegiatan ADD kepada Pemerintah Desa sesuai

kewenangannya

Bagian Ketiga

Pengawasan ADD

Pasal 26

(1) Pengawasan oleh Camat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

(2) Pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pendayagunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
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a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Desa;
b. efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Desa; dan
c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus berkoordinasi dengan perangkat kecamatan

dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Diundangkan di Brebes pada tanggal 9 April 2025

Pada tanggal 9 April 2025 BUPATI BREBES
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES ’

Ttd Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya PARAMITHA WIDYA KUSUMA
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I -1V/b
NIP. 19700808 199703 1 006
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